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	ABSTRAK 
Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom berdasarkan perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Meskom telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance dan nilai-nilai syariah, seperti amanah, keadilan (’adl), dan maslahah. Dengan demikian, implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom telah sesuai dengan prinsip Good Governance dan perspektif syariah.
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1. PENDAHULUAN 
Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan efektivitas pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [1], pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk mengelola keuangan desa secara mandiri. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa juga tercermin dari besarnya alokasi Dana Desa yang terus diberikan setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, pemerintah menetapkan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun, terdiri dari alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula [2]. Besarnya dana yang dikelola tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah disusun secara komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memerlukan penguatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab [3]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin optimalnya implementasi tata kelola keuangan desa sehingga evaluasi terhadap pelaksanaannya masih diperlukan.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Meskom, pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban [4]. Selain itu, pemerintah desa juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam proses administrasi keuangan. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat kajian yang menganalisis secara komprehensif apakah implementasi tata kelola tersebut telah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sekaligus memenuhi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan (’adl), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, permasalahan penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, melainkan pada belum diketahuinya sejauh mana implementasi tata kelola akuntansi sektor publik pada setiap tahapan pengelolaan keuangan Desa Meskom telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governance dan nilai-nilai syariah secara terpadu.
Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipandang sebagai proses administrasi pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, independensi, dan keadilan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik [5]. Di sisi lain, bagi desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tata kelola keuangan juga perlu memperhatikan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan (’adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas secara horizontal maupun vertikal [6]. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Good Governance dan nilai-nilai syariah sebagai landasan etika dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Good Governance sebagai landasan utama dalam menganalisis implementasi tata kelola akuntansi sektor publik pada pengelolaan keuangan Desa Meskom. Prinsip-prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, independensi, dan keadilan, digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, perspektif syariah digunakan sebagai perspektif evaluatif untuk menilai kesesuaian implementasi tersebut dengan nilai-nilai amanah, keadilan (’adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat.
Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Setiyani dan Nurfadila menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik pada pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mampu mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel [3]. Penelitian Magdalena menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian informasi kepada masyarakat [7]. Sementara itu, penelitian Putri dan Oktavia lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa menurut perspektif Islam [8]. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji aspek akuntabilitas, transparansi, atau Good Governance secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan implementasi tata kelola akuntansi sektor publik berdasarkan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa dengan perspektif syariah sebagai kerangka evaluasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang mengombinasikan prinsip Good Governance dan nilai-nilai syariah dalam mengevaluasi implementasi pengelolaan keuangan Desa Meskom.
Desa Meskom dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerapkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga menjadi objek yang relevan untuk dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan perspektif syariah. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Meskom berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Good Governance dan nilai-nilai syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Meskom, dan (2) bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Meskom menurut perspektif syariah.
2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Meskom serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif syariah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Meskom merupakan salah satu desa yang mengelola keuangan desa melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Urusan (Kaur) Desa Meskom sebagai informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari baliho APBDes, peraturan perundang-undangan, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pendukung analisis.
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan Kaur Desa Meskom untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Observasi dilakukan di Kantor Desa Meskom dengan mengamati kondisi objek penelitian serta baliho APBDes sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah baliho APBDes, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom berdasarkan perspektif syariah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Tahap Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, perencanaan memiliki peran penting karena menjadi dasar penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Perencanaan yang baik dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Meskom, proses perencanaan pembangunan desa diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun. RPJMDes menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan desa dan dapat disesuaikan apabila terdapat kebutuhan atau kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan. Selanjutnya, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai rencana pembangunan tahunan desa.
Dalam penyusunan perencanaan tersebut, Pemerintah Desa Meskom melaksanakan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum Musyawarah Desa (Musdes) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pra-Musdes bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, Musdes dilaksanakan dengan mengundang perwakilan masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, untuk membahas serta menyepakati program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Keterlibatan BPD dan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam tata kelola sektor publik. Temuan tersebut sejalan dengan teori Good Governance yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa menunjukkan bahwa proses penyusunan program pembangunan dilakukan secara demokratis dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setiyani dan Nurfadila yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah desa mampu mendukung proses penyusunan perencanaan dan pertanggungjawaban secara akuntabel [3].
Setelah penyusunan RKPDes selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan hasil wawancara, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDes kemudian diakomodasi ke dalam APBDes dengan memperhatikan sumber pendanaan yang tersedia. APBDes berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan serta penggunaan anggaran desa selama satu tahun anggaran.
Proses penyusunan APBDes di Desa Meskom diawali dengan penyusunan rancangan APBDes oleh pemerintah desa, kemudian dibahas dalam pra-Musdes bersama BPD, dan selanjutnya disepakati dalam Musdes yang melibatkan unsur masyarakat. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan APBDes tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, prioritas penggunaan anggaran ditentukan berdasarkan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPDes dan disesuaikan dengan APBDes yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran desa tetap berada dalam koridor yang telah direncanakan sebelumnya.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola akuntansi sektor publik pada tahap perencanaan di Desa Meskom telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes. Berdasarkan teori Good Governance, penyusunan APBDes yang dilakukan melalui musyawarah menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas karena keputusan anggaran tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah desa.
3.2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan setelah APBDes ditetapkan. Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan mulai direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dalam tata kelola akuntansi sektor publik, tahap pelaksanaan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Meskom, penggunaan dana desa dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Prioritas penggunaan anggaran mengacu pada program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dalam RKPDes, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Selain itu, penggunaan dana desa juga berpedoman pada berbagai regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Bupati (Perbup), peraturan kementerian, dan ketentuan pemerintah provinsi yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, serta pendapatan bunga bank. Beragam sumber pendanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Meskom. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran desa harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBDes, sehingga penggunaan dana desa tidak dilakukan secara bebas, melainkan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan disepakati sebelumnya melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan program yang telah direncanakan.
Realisasi program merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes. Pelaksanaan kegiatan di Desa Meskom sangat bergantung pada APBDes sebagai dokumen yang menentukan kegiatan mana yang dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Dalam proses pelaksanaan program, Pemerintah Desa Meskom melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, antara lain Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pengawasan dan musyawarah, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa dalam proses verifikasi administrasi, serta Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
Keterlibatan berbagai pihak dalam realisasi program menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa Meskom telah menerapkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang mencerminkan adanya akuntabilitas organisasi karena setiap pihak memiliki peran sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Meskom telah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, didukung oleh sumber pendanaan yang jelas, serta dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Meskom telah sesuai dengan teori Good Governance khususnya prinsip responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Magdalena yang menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas [7].
3.3. Tahap Penatausahaan
Penatausahaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengadministrasian seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Dalam tata kelola akuntansi sektor publik, penatausahaan memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Penatausahaan yang baik dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Meskom, sistem pencatatan keuangan desa pada awalnya dilakukan secara manual dalam bentuk rancangan APBDes. Setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai, pencatatan dan pengelolaan keuangan desa kemudian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan data keuangan, serta penyusunan laporan keuangan desa secara lebih sistematis dan terintegrasi. Pencatatan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa atau Kaur Keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi keuangan desa, dan setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran desa dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Administrasi keuangan Desa Meskom dilaksanakan dengan berpedoman pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Bupati (Perbup), peraturan kementerian, dan ketentuan pemerintah provinsi yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa administrasi keuangan desa tidak hanya berorientasi pada pencatatan transaksi, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dan kesesuaian prosedur. Keterlibatan Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, dan pihak-pihak terkait dalam proses verifikasi menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal dalam administrasi keuangan desa.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan keuangan di Desa Meskom telah dilaksanakan melalui proses pencatatan transaksi yang didukung oleh aplikasi Siskeudes serta administrasi keuangan yang mengacu pada regulasi pemerintah. Penggunaan aplikasi Siskeudes menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola melalui sistem administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan teori Good Governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
3.4. Tahap Pelaporan
Tahap pelaporan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan. Dalam tata kelola akuntansi sektor publik, laporan keuangan digunakan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan realisasi anggaran desa secara transparan dan akuntabel.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Meskom, pencatatan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) setelah melalui tahap penyusunan APBDes. Penggunaan aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam mengelola data keuangan dan mendukung proses penyusunan laporan keuangan desa secara lebih sistematis. Meskipun hasil wawancara tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan desa, penggunaan Siskeudes menunjukkan bahwa proses pelaporan telah didukung oleh sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Dari perspektif Good Governance, penggunaan sistem informasi keuangan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas karena menghasilkan informasi keuangan yang lebih mudah dipertanggungjawabkan.
3.5. Tahap Pertanggungjawaban
Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berkepentingan. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pertanggungjawaban menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Desa Meskom, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan melalui penyampaian informasi realisasi anggaran dalam bentuk baliho yang dipasang di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui baliho tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pendapatan, belanja, serta realisasi penggunaan anggaran desa yang telah dilaksanakan. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.
Penyampaian informasi realisasi anggaran melalui baliho mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola akuntansi sektor publik. Dengan tersedianya akses informasi kepada masyarakat, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa. Kondisi ini juga menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas karena pemerintah desa berupaya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Meskom telah dilaksanakan melalui penyampaian informasi realisasi anggaran kepada masyarakat serta melibatkan BPD dan masyarakat dalam proses pengawasan. Temuan tersebut sejalan dengan teori Good Governance yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, dan mendukung penelitian Putri dan Oktavia yang menyatakan bahwa transparansi informasi publik merupakan salah satu indikator utama penerapan Good Governance dalam perspektif Islam [8].
3.6. Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah
3.6.1. Amanah
Dalam perspektif syariah, amanah merupakan sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pengelolaan keuangan desa yang amanah ditunjukkan melalui penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa Meskom melaksanakan pengelolaan keuangan desa melalui tahapan yang telah ditetapkan, yaitu penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta menggunakan dana desa berdasarkan program yang telah direncanakan dan berpedoman pada Peraturan Bupati, peraturan kementerian, serta ketentuan pemerintah lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan amanah sebagaimana konsep amanah dalam tata kelola syariah, yaitu melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta menggunakan dana publik sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
3.6.2. Transparansi
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa. Dalam perspektif syariah, transparansi merupakan bagian dari nilai kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan amanah. Pemerintah Desa Meskom menyampaikan informasi realisasi anggaran kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam Musyawarah Desa (Musdes). Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom.
3.6.3. Keadilan
Keadilan merupakan prinsip yang menekankan pada perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya. Penentuan program dan prioritas penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa yang melibatkan BPD, RT, RW, dan unsur masyarakat lainnya, sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan desa sebelum ditetapkan dalam APBDes. Prinsip musyawarah yang diterapkan dalam penyusunan program menunjukkan adanya penerapan nilai keadilan (’adl), karena seluruh masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi.
3.6.4. Maslahah
Maslahah merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Meskom bersumber dari perencanaan yang telah dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, yang disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Meskom telah mengarah pada penerapan prinsip maslahah.
3.6.5. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat serta pihak yang berwenang. Dalam perspektif syariah, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pelaksanaan amanah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Meskom tercermin melalui adanya pembagian tugas yang jelas antara Kepala Desa, BPD, Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), serta penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan keuangan dan penyampaian realisasi anggaran melalui baliho. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom telah diterapkan melalui sistem pengelolaan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, yang dalam perspektif syariah dipahami tidak hanya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas amanah yang diterima.
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan telah mencerminkan penerapan prinsip akuntansi sektor publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa serta penggunaan sistem informasi keuangan desa.
Selain itu, pengelolaan keuangan Desa Meskom juga telah selaras dengan perspektif syariah yang meliputi prinsip amanah, keadilan, maslahah, serta akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Good Governance yang digunakan sebagai landasan analisis telah sesuai dengan temuan penelitian. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan Desa Meskom menunjukkan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang kemudian diperkuat melalui nilai-nilai syariah berupa amanah, keadilan (’adl), maslahah, dan akuntabilitas. Dengan demikian, teori yang digunakan mampu menjelaskan implementasi tata kelola akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Meskom.
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